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A. LATAR BELAKANG 
Sesuai dengan amanat UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa

instansi pemerintah wajib menyediakan unit pengaduan pelayanan publik.
Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian
pengaduan yang cepat dari penyedia layanan, segala bentuk kritik maupun aduan
yang disampaikan masyarakat merupakan sebuah koreksi untuk perbaikan
pelayanan itu sendiri ke depannya. Untuk itu, terus dikembangkan strategi
penanganan pengaduan dalam rangka peningkatan pelaksanaan perbaikan
pelayanan publik melalui pengelolaan pengaduan. Adapun fungsi laporan
pengaduan pengaduan masyarakat sebagai salahsatu upaya bentuk pencegahan
dan pemberantasan terhadap korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang harus
diberantas agar efektif upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan
membuat peraturan perundang-undangan saja namum juga yang lebih penting
adalah membangun mental sumber daya manusia yang baik dan berintegritas,
sehingga pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal. Adapun
beberapa fokus/agenda dalam kegiatan dimaksud meliputi prinsip-prinsip dasar
pemberantasan korupsi, gratifikasi dan suap serta prinsip pengawasan, Selain itu,
terkait faktor-faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi, penindakan,
pencegahan dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, berikut
mekanisme pelaporan gratifikasi serta himbauan terkait gratifikasi dan kriteria
gratifikasi yang perlu dilaporkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan upaya peningkatan wawasan
pengetahuan yaitu salah satunya melalui penyelenggaraan sosialisasi  ini sebagai
wujud pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi.
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B. MAKSUD & TUJUAN 
Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Dan Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat TA 2022 merupakan kegiatan dalam rangka upaya peningkatan
pengetahuan serta pemahaman terkait gratifikasi serta penyelenggaraan
pengaduan masyarakat secara prosedural berikut tata cara penyampaiannya.

   Tujuan pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah:
A. Memberikan pemahaman yang memadai terkait gratifikasi dan upaya

pencegahan  tindak pidana korupsi;
B. Meningkatkan pemahaman kepada seluruh pegawai perihal tata kelola

pengaduan     pelayanan publik secara prosedural berikut tata cara
penyampaiannya;

C. Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar menjadi lebih efektif, efisien,
serta   transparan.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN 
Kegiatan dilaksanakan pada:
A. Hari/Tanggal : Selasa, 23 Agustus 2022

B. Waktu : Pukul 08.30 s.d selesai 

C. Tempat : Ruang Aula Gd Mahkamah Konstitusi

D.  AGENDA KEGIATAN 
Agenda kegiatan sebagai berikut:

Waktu Uraian kegiatan Keterangan  

08.30-08.45 REGISTRASI Seluruh Peserta

08.45-09.00

Pembukaan
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
Menyanyikan Hymne Mahkamah

Konstitusi
Pembacaan Doa 

MC: Amelia Desy Ratna Y.
Pembaca doa: M. Rizki

09.00-09.15
1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan 
2. Sambutan Sekretaris Jenderal MK 

- Inspektur
- Sekretaris Jenderal MKRI
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09.15-11.30

Paparan dari Kementerian PAN &  RB :
 Pengelolaan Pengaduan

masyarakat  di lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Narasumber dari KemenPAN dan RB
Moderator : Rimas Kautsar

11.30-12.15

Paparan dari KPK : 
 Penanganan Gratifikasi di

lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

 Narasumber  dari KPK 

12.15-12.45 Diskusi Daftar Undangan

E. MATERI SOSIALISASI
I. Paparan dari Kementerian PAN & RB: Pengelolaan Pengaduan

Masyarakat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahakamah Konstitusi
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II. Paparan dari KPK: Penanganan Gratifikasi di lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
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F. PENUTUP 
Demikianlah laporan kegiatan Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanan Bapak, diucapkan
terima kasih.

Jakarta, 26 Agustus 2022

Plt. Inspektur 
Kurniasih Panti Rahayu 

Digital Signature
mk-1180379428220825042543
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LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  PENGUATAN 

 IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM RANGKA PERSIAPAN 

 PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK  2024 

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL 

 MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023  

I. LATAR BELAKANG  

Dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan 

dan akuntabel sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Sistem pengendalian intern menurut PP nomor 

60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses  yang integral pada tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan 

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan 

efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan. 

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah 

untuk melakukan penilaian risiko. Pelaksanaan manajemen risiko adalah pendekatan 

sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik 

terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Proses Manajemen 

Risiko adalah suatu proses yang diterapkan secara strategis meliputi penerapan kebijakan, 

prosedur dan praktek manajemen yang dirancang untuk mengelola risiko guna memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa semua risiko yang berpotensi menghambat tujuan dapat 

dikelola sedemikan rupa sampai pada tingkat yang dapat ditoleransi 

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan upaya pengelolaan dan pembaharuan 

atau update terhadapu profil risiko pada setiap unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas  kinerja sebagai bentuk pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good 

Governance). 

II. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6554); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

 

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 
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9. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 165 Tahun 2021 tentang Risk Officer 

Manajemen Risiko Pada Unit Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

10. Program Kerja Pengawasan (PKPT) Inspektorat Tahun 2022. 

 

III. TUJUAN KEGIATAN 

 Tujuan dari kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi Manajemen Risiko 

dalam Rangka Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan pada  tanggal 21-23 Oktober 2023  ini dihadiri oleh 

terdiri dari Risk Owner (pemilik resiko) dan  Risk Officer di seluruh unit kerja di Lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI.  Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan update 

profil risiko seluruh unit kerja dalam rangka kegiatan pengawasan intern berbasis risiko guna 

efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, 

pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan. 

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN 

A. Jadwal Kegiatan 

 Hari /Tanggal  :  Kamis – Sabtu  , 21-23 September   2023 

      Waktu  : 08.00 WIB – Selesai  

      Tempat  : Hotel Episode, Gading Serpong .Tangerang  

 

B. Peserta dan Narasumber 

1. Peserta; 

Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dalam 

Rangka Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 

Serentak Tahun 2024  yang diselenggarakan pada  tanggal 25 Mei 2023 ini dihadiri 

oleh terdiri dari  pegawai yang menjadi  tim Gugus Tugas  PHPUdan  Risk Owner 

(pemilik resiko) serta   Risk Officer di seluruh unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan 

dan Sekretariat Jenderal MKRI.  

2.  Narasumber ; 

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): 

1) Direktur Pengawasan Bidang Politik dan penegakan Hukum  :  Ikhwan Mulyawan  

2) Koordinator Bidang penegakan Hukum  : Nugroho  Sri  Danardhono  

3) Auditor Muda  :  Ma’ruf Hidayat  

4) Auditor              : Risan Adhitama  

b.  Komisi pemberantasan Korupsi  

1) Direktur  Gratifikasi dan pelayanan Publik ; Herda Helmijaya         
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V. RESUME KEGIATAN 

A. Overview  pelaksanaan Manajemen Risiko implementasi rangka persiapan 
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VI. PENUTUP  

         Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dalam 

Rangka Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak 

Tahun 2024  di Lingkungan kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

yang dilaksanakan tanggal 21- 23 september 2023 telah  berlangsung, khususnya bagi  Risk 

officer  dan Risk Owner ( pemilik risiko )serta seluruh   gugus Tugas penanganan perkara PHPU 

pada setiap unit kerja. Summary  kegiatan Bimtek :  

 Seluruh peserta yang terbagi dalam tiga tahapan telah dapat menyelesaikan 

identifikasi peristiwa, penyebab, dan dampak risiko dari seluruh tahapan dan 

kegiatan dalam penanganan perkara. Adapun tahapan penanganan perkara  sebagai 

berikut: 

1. Tahapan pengajuan dan pendaftaran permohonan yang terdiri dari 3 sub tahapan 

yaitu layanan konsultasi, pengajuan dan pendaftaran permohonan dan 

pendistribusian perkara,  jumlah risiko yang berhasil diidentifikasi dari bimtek 

Menrisk untuk tahap 1 adalah sejumlah = 113 risiko berdasarkan identifikasi 

peristiwa risiko yang mengacu pada masing masing sub tahapan 

2. Tahapan persidangan yang terdiri dari dua tahap persiapan persidangan dan 

persidangan,  Jumlah risiko yang berhasil diidentifikasi dari bimtek Menrisk untuk 

tahap 2 adalah sejumlah = 224 risiko berdasarkan identifikasi  peristiwa risiko 

yang mengacu pada masing masing sub tahapan 

3. Tahapan penyelesaian administrasi dan dokumen perkara , terdiri dari dua tahapan 

yaitu, minutasi perkara dan administrasi pasca putusan, jumlah risiko yang berhasil 

diidentifikasi dari bimtek Menrisk untuk tahap 3  adalah sejumlah = 47  risiko 

berdasarkan identifikasi  peristiwa risiko yang mengacu pada masing masing sub 

tahapan 

4. Total identifikasi  peristiwa risiko : 384 risiko  

5. Selanjutnya Inspektorat akan melakukan review dan verifikasi pada seluruh risiko 

yang telah di identifikasi  untuk dilakukan analisis resiko pada setiap tahapan 

penanganan perkara . 

6. MKRI terus berupaya dalam penanganan identifikasi titik rawan gratifikasi pada 

setiap unit kerja di Lingkungan MKRI dalam bentuk penguatan budaya anti korupsi.  

     Demikian laporan ini kami susun, atas  perhatian Bapak Sekjen, kami ucapkan terima 

kasih. 

             Mengetahui,                                                                                           Hormat kami,  
             Inspektur                                                                 Kepala Sub bagian Tata usaha Inspektorat  
             Kurniasih Panti Rahayu  Arshinta Fitri Diyani  
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SOSIALISASI KEPADA PUBLIK UNTUK PENCEGAHAN 

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN GEDUNG MAHKAMAH 

KONSTITUSI  
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yang ditempatkan pada ruang publik di Gedung Mahkamah Konstitusi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberitahuan larangan gratifikasi terkait perkara kepada pihak yang 

berkepentingan dipasang pada area layanan publik seperti di dekat 

Ruang Penerimaan Perkara dan area ruang sidang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberitahuan untuk tidak membicarakan terkait perkara dipasang 

pada area ruang kerja dan ruang tamu Hakim Konstitusi sebagai upaya 

pencegahan gratifikasi 



 

 

Publikasi informasi dan peraturan mengenai layanan bebas biaya di 

Mahkamah Konstitusi 



Nomor :  2004/PW.02/03/2024       Jakarta, 26 Maret 2024 

Perihal : Imbauan Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya Tahun 2024 

 

Kepada Yth. 

Seluruh Pejabat, Pegawai, Tenaga Perbantuan TNI/POLRI 

Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi 

 

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 

1636/GTF.00.02/01/03/2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi 

di Hari Raya, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Setiap Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi mendukung upaya pencegahan 

korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar 

lainnya. 

2. Seluruh Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib menjadi teladan bagi 

masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang 

berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan 

perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. 

3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain, baik 

secara individu maupun mengatasnamakan Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat, perusahaan, 

dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, 

merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi; 

4. Seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi agar tidak menggunakan fasilitas 

dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas kedinasan hanya dipergunakan untuk kepentingan terkait 

dengan kedinasan; 

5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau memiliki masa 

kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial kepada panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang 

membutuhkan, dan melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Mahkamah Konstitusi 

disertai dokumentasi penyerahannya; 

6. Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk 

yang berkaitan dengan perayaan Hari Raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang 

menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi; 

7. Penolakan atau penerimaan gratifikasi untuk dilaporkan kepada UPG Mahkamah Konstitusi secara 

langsung atau sesuai dengan Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelaporan Gratifikasi melalui 

Media Elektronik di Lingkungan Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

gratifikasi ditolak atau diterima. 

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dijadikan pedoman dalam pengendalian 

gratifikasi terkait hari raya di Lingkungan Mahkamah Konstitusi. 

SEKRETARIS JENDERAL 

HERU SETIAWAN 

 

Tembusan Y.M./Yth.: 

1. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi; 

2. Bapak Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi; 

3. Bapak/Ibu Hakim Konstitusi; 

4. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan 

5. Panitera Mahkamah Konstitusi 
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